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Pemprov Sumut Berhasil Raih Opini WTP ke-9 Kalinya dari BPK RI 

 

 

Sumber Gambar sumutprov.go.id 

MEDAN, 26/5 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali 

mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. 

Ini merupakan Opini WTP yang ke-9 kalinya diterima Pemprov Sumut, secara terturut-turut. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu berlangsung di 

Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, dalam Sidang Paripurna 

tentang Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2022, Jumat 

(26/5). Dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan para wakil ketua, serta dihadiri 

seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda dan para pejabat. 

Anggota V BPK-RI Ahmad Noor Supit dalam paparannya menyampaikan, bahwa 

opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, 

mendasarkan pada keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem 

pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan 

pengungkapan. 

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas laporan keuangan 

pemerintah atau LKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, termasuk implementasi atas 
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rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberkan opini WTP. Dengan demikian, 

Pemprov Sumut telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-9 kalinya,” ujar Supit. 

Pihaknya berharap, capaian tersebut menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu BPK 

memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut. 

Atas raihan Opini WTP yang kesembilan kalinya itu, Gubernur Sumut Edy 

Rahmayadi menyampaikan apresiasi BPK-RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah 

banyak meluangkan waktu dalam perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan 

Pemprov Sumut hingga mendapatkan opini terbaik. 

“Ini merupakan pernyataan profesional BPK-RI terkait kewajaran laporan keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Sehingga capaian ini kiranya menjadi 

penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan 

keuangan dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk rakyat,” jelas Gubernur. 

Selain apresiasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian Opini WTP ini 

tidaklah sempurna seluruhnya. Menurutnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan, dimana hal tersebut menjadi 

perhatian bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut. 

“Oleh karena itu kami tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK-RI 

untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang agar lebih baik 

lagi. Kami berharap kepada segenap aparatur, untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, 

tanggungjawab dan integritas dengan taat azas dan aturan, sehingga pada tahun mendatang 

kita bisa mempertahankan opini WTP,” sebut Gubernur. 

Harapan dan semangat tersebut menurut Gubernur, sejalan dengan perolehan 84 

penghargaan dari kementerian dan lembaga atas keberhasilan pencapaian target 

pembangunan. Serta penghargaan terhadap 22 indikator tata kelola pemerintahan yang baik, 

dimana Pemprov Sumut mencatatkan sejarah baru, yakni berada pada posisi 1 sampai 

dengan 5, baik di tingkat regional maupun Nasional. 

“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam mewujudkan Good 

Government dan Clean Governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara yang kita cintai ini. Semoga kerja besar ini menjadi amal ibadah untuk kita 

semua,” pungkasnya. 
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Catatan Berita 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Negara 

 

Pasal 1 

8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan 

pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau 

pemeriksa. 

9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, 

maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. 

11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.  

12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang 

ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan 

dan/atau perbaikan. 

 

Pasal 2 

(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara 

dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.  

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. 
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Pasal 3 

(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 

BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pasal 4 

(4) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.   

 

Pasal 16 

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. 

 

Pasal 17 

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh 

BPK kepada DPRD selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari pemerintah daerah.  

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

 

Pasal 1 

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola 

keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
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11. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara 

lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

14. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara 

lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

Pasal 2  

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

 

Pasal 1 

2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah 

patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. 

 

Lampiran I Kerangka Konseptual Pemeriksaan 

11. Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang sebagai berikut:  

a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, 

menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan 

laporan pemeriksaan;  

b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, 

unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, 

Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum 

(BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang 

mengelola keuangan negara;  

c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di 

tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 

pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening 

koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan negara; 
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d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;  

e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;  

f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara; 

g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja 

untuk dan atas nama BPK;  

h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;  

i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;  

j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 

Daerah;  

k. Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;  

l. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada 

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 

keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan 

m. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

16. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah 

kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik. 

17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup 

Keuangan Negara tersebut meliputi:  

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman. 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan 

negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 

c. Penerimaan Negara. 

d. Pengeluaran Negara. 

e. Penerimaan Daerah. 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Samuel 7 

 

f. Pengeluaran Daerah.  

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan 

daerah;. 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan  

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah. 

18. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. 

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek 

ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan 

rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk 

pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

 


